BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 2% TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI JEMBER,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perdaturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 022 tentang
Sistemn Kerja Pada Instansi Pemeri gniyederhanaan
Birokrasi dan Pasal 5 ay Pergtuiran Daera
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Kabupaten Jember N Pe an
atas Peratur T - tentang
Pembent a S rang Daerah, perlu
m ergt at r tentang Kedudukan,

| ] Tit, ngsi Serta Tata Kerja Dinas
Pariwisat

aan Kabupaten Jember dengan

lem ikan penyesuaian struktur Organisasi

nghkat erah dalam rangka penyederhanaan birokrasi

etentuan peraturan perundang-undangan;

ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;

: 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

2.

Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat I[I Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Peng

2022 tentang Cipta embaria g ! onesia
Tahun 2022 N abhha : a-Megara Republik
Indonesi
7. Pg
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intah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawali Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara



Menetapkan :

11.

12.

13.

14,

13.

18.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil
Pemetaan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidarig
Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1997);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayas
2016 tentang Pedoman Organisasi”Pera
Pendidikan dan Kebudayaan{Bgrita| Negs
Tahun 2016 Nomor 1498);
Peraturan Me
Pembinga

= ahiin-2018 tentang

atdap Perarigkat Daerah (Berita
2018 Nomor 1539);

ente dagaglnaan Aparatur Negara dan

i Bire krasi Repu blik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021

rianaan Struktur Organisasi pada Instansi
erintgh~Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

“Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasti
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1).

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

11.

(1) Dinas

Daerah adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut
Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Jember,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan
Kabupaten Jember.

. Sekretaris adalah sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Jember.

. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas pariwisata

dan kebudayaan Kabupaten Jember.

. Kepala Sub Bagian adalah Sub bagian pada Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelays ngsional yang
berdasarkan pada keahlian dan : eritentu.
Pejabat Fungsional adalafi, Pt y mendud
Jabatan Fungsional-pada
Unit Pelaksaria- fekni
UPTD ahy | UP
abap Jember;

Ia |UPT acla -
iwis ti’l an Kebudayaan Kabupaten Jember.
£d dpatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di
’.;Mrpf[[)l adalah APBD Kabupaten Jember.

&

BAB I1
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan di bidang

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta urusan Pemerintahan di bidang
Kebudayaan.

(2) Dinas di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas

sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta urusan
pemerintahan bidang Kebudayaan.
(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif serta bidang Kebudayaan;



b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif serta bidang Kebudayaan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif serta bidang Kebudayaan;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif serta bidang Kebudayaan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan
tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3
(1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas;
a. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bidang Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsi

UPTD; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris

™o o0 o

(3) Bidang dipimpin oleh Kep
bertanggungjawab ke
(4) Sub Bagian di

N TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Sekretariat
Pasal 4
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi

umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l),

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di
lingkungan Dinas;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di
lingkungan Dinas

C. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan
Keuangan di Lingkungan Dinas;



d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang
milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyali tugas :
a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;
b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan
kearsipan Dinas;
¢. menyiapkan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan dinas,
penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan
Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis’ jabatan

dan analisis beban kerja di lingkungan Dmas,
f. menyusun rencana kebutuhan barang kebutuhan
pemeliharaan barang;

g. melaksanakan pelayanan Iaksan

pengadaan, pe i distribusian
peralatan/perlengkapén ka j
oriHThY pengamanan dan
né t( barang mi J( :
g ulan eluruh  rencana  kebutuhan

elfénggaraan tata wusaha kepegawaian

aporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
elaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua
Bidang Pariwisata
Pasal 6
(1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf

b, mempunyai tugas :

a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan
pengembangan daya tarik wisata Kabupaten, kawasan strategis
pariwisata  Kabupaten, destinasi pariwisata Kabupaten,
pemberdayaan masyarakat, tata kelola, dan investasi pariwisata
Kabupaten;

b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan
pengembangan pemasaran; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pariwisata mempunyai fungsi meliputi:



a. pelaksanaan pendataan, pemetaan dan penetapan Potensi, Daya
tarik wisata Kawasan Strategis Pariwisata dan destinasi pariwisata
Kabupaten,;

b. penyusunan perencanan dan kajian terkait daya tarik wisata,
kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata Kabupaten;

c. pelaksanaan pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis
pariwisata, dan destinasi pariwisata Kabupaten yang
berkelanjutan;

d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan dan standardisasi sarana
prasarana pariwisata Kabupaten;

e. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan
tata kelola daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata
Kabupaten;

f. pelaksanaan pendataan kunjungan wisatawan melalui lembaga
pemerintah, swasta, dan masyarakat di bidang pariwisata;

g. pelaksanaan penyediaan data dan sebaran informasi, serta
penyusunan analisis pasar dan strategi pemasaran pariwisata;

h. pelaksanaan penguatan promosi melalui promosi langsung, ia
cetak,elektronik/digital dan media lainnya baik di dal aupun
di luar negeri;

]

i. pengembangan kerja sama dan kemi ﬁingan lembaga
pemerintah, swasta, dan mas peningkatan
pemasaran dan kelembaga i A dalam ne
maupun Juar negen, B

i(ke ga]n a i bagi pelaku
"hiid I I negeri;
Laar lan] i ri pariwisata Kabupaten
la e bangan, dan sertifikasi usaha

iflaan dan pelatihan SDM pariwisata dalam
tmber daya manusia industri pariwisata;
naan pembinaan pengawasan industri Pariwisata;
elaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
1. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 7
(1) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf ¢, mempunyai  tugas  merumuskan, menetapkan,

mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi
kreatif dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi meliputi :

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif
di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior,
desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi,
dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan,
seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;



b. perancangan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif di bidang
aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain
komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video,
fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni
pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan
pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang
aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain
komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video,
fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni
pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game
developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual,
desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya,
kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa,
dan televisi dan radio;

e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semta
pemangku kepentingan ekonomi kreatif di bidang aplikasi-dédn game
developer, arsitektur, desain interior, desain k ikasi visual,
desain produk, fashion, film, animasi, da ografi, kriya,
kuliner, musik, penerbitan, periklan n, senirupa,
dan televisi dan radio;

f. pelaksanaan komuni

Kementerian, Lembagal Pe

Daerah, darpihidk

ona |
:

ekosistem kebudayaan, melaksanakan perumusan kebijjakan dalam
rangka tindakan pelestarian nilai ekspresi dan praktik kebudayaan,
melaksanakan penyelengaraan, rencana, program, kegiatan dan
anggaran pelaksanaan Pokok-Pokok Pemajuan Kebudayaan Daerah
dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi meliputi :

a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan Pokok-Pokok Pemajuan
kebudayaan Daerah yang meliputi : Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat
istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional,
Kesenian tradisional, Bahasa, Permainan Tradisional , Olah Raga
Tradisional;

b. perumusan, penetapan dan pelaksanaan pengelolaan Cagar Budaya
dan Permuseuman;

c. perumusan, penetapan dan pelaksanaan pembinaan sejarah;

d. pelaksanaan kegiatan digitalisasi pengumpulan, pengolahan dan

penyusunan data Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah ;




e. pelaksanaan penelitian dan pengkajian semua Pokok-Pokok
Pemajuan Kebudayaan;

f. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaaan semua matra
Pokok-Pokok Pemajuan Kebudayaan;

g. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan apresiasi kepada
semua pemangku kepentingan dan pelestari semua matra Pokok-
Pokok Pemajuan Kebudayaan Daerah;

h. perlindungan warisan kebudayaan,

i. pemanfaatan cagar budaya

j. pemberian rekomendasi penyelenggaraan festival budaya daerah
dalam dan luar kabupaten;

k. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara,
Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah
Daerah dan pihak-pihak yang terkait; dan

. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

BAB IV

UPTD

Pasal 9
(1) UPTD merupakan unsur pelaksana te
(2) UPTD dipimpin oleh seorang.Kg€pgala
bertanggungjawab kepadaKe Dinals.
(3) UPTDmerupaka agtf
(4) Jumlah, :
fungst

elompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan

pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai

dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari
atas analisis jabatan dan beban kerja.

(4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan
fungsional masing-masing.



Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur jabatan fungsional.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu
dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan
dan kinerja organisasi

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2} terdiri atas:

a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 huruf a yang ditugaskan oleh pimpinan
unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas

penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

pokGkny?a masing-masing,.

(2).8etiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberi
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing
serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.




(1)

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 13

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai
Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasal 14
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan Eselon Il b atau J abatan Pimpinan
Tinggi Pertama.

(2) Sekretaris merupakan jabatan Eselon III a ats Jabatan
Administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselo b |atau Jabatan
Administrator.
(4) Kepala Sub Bagian, dan Kepala .. san Jabatan Esele
1V a atau merupakan -T- Fi
N<LAIN
Sal 15
) Sasi Dinas sebagaimana tercantum dalam

ang_ n erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pengisian
pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan

Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sampai dengan
dilaksanakannya pengisian jabatan dengan pejabat berdasarkan
Peraturan Bupati ini sesuai ketentuan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Jember Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2021 Nomor 131), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember _
pada tanggal 2f Frebroar: 2023"
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LAMPIRAN PERATURAN BUPAT| JEMBER
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER -

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER
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